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Abstrak

Purpose - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum usaha serta
mendampingi pelaku UMKM dalam proses pengurusan legalitas secara praktis dan berkelanjutan.

Methodology - Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung berbasis
kebutuhan mitra

Findings - Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai
pentingnya legalitas usaha, serta bertambahnya jumlah UMKM yang berhasil mengurus dokumen legalitas secara
mandiri. Selain itu, pelaku UMKM mulai menunjukkan kesiapan dalam mengakses platform digital dan menjalin
kemitraan usaha yang lebih luas.

Originality - Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha berkontribusi positif
terhadap peningkatan akses pasar dan daya saing UMKM secara berkelanjutan.
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Abstract

Purpose - This community service initiative aims to improve business legal literacy and provide practical, ongoing
guidance to MSME operators in the process of obtaining legal registration.

Methodology - Implementation methods include outreach, technical training, and direct, needs-based mentoring
of partners.

Findings - The results of the activity show a significant increase in participants’ understanding of the importance
of business legal compliance, as well as an increase in the number of MSMEs that have successfully processed their
legal documents independently. In addition, MSME operators are beginning to demonstrate readiness to access digital
platforms and establish broader business partnerships.

Originality - The implications of this initiative indicate that strengthening business legal compliance contributes
positively to improving MSMEs’ market access and competitiveness in a sustainable manner.
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INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional
maupun daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,
serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan (Lubis & Salsabila, 2024). Dalam konteks
Indonesia, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi tulang
punggung ekonomi nasional (Janah & Tampubolon, 2024). Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai
instrumen pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau
oleh industri besar (Purba et al., 2025).

Pada tingkat lokal, Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu wilayah di Pulau Madura memiliki
potensi UMKM yang cukup besar, terutama di sektor kuliner, kerajinan, dan perdagangan (Syairi et al.,
2023). UMKM di Pamekasan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi
juga memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. Namun
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demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena masih terdapat berbagai kendala
struktural dan administratif yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha
(Kurniawan, 2026). Legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar Pangan Industri
Rumah Tangga (PIRT), serta sertifikasi halal, merupakan aspek penting yang menentukan
keberlanjutan dan pengembangan usaha. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan
hukum terhadap keberadaan usaha, tetapi juga menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai peluang,
seperti pembiayaan dari lembaga keuangan, kemitraan bisnis, serta akses ke pasar modern dan digital
(Canton, 2021).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Pamekasan belum
memiliki legalitas usaha yang memadai. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses mereka terhadap
pasar yang lebih luas, termasuk platform digital dan jaringan distribusi formal. Selain itu, ketiadaan
legalitas juga menghambat UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum serta dukungan dari
pemerintah, seperti bantuan modal dan pelatihan (Sayd, 2025; Wahyudi et al., 2026). Dengan demikian,
penguatan legalitas usaha menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing UMKM di era
ekonomi digital saat ini.

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengembangan UMKM yang
berkelanjutan. Menurut penelitian terbaru, legalitas usaha berperan penting dalam meningkatkan
kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM (Calista et al.,
2026). Selain itu, legalitas juga menjadi indikator formalitas usaha yang berkontribusi terhadap
peningkatan akses terhadap pembiayaan formal, seperti kredit perbankan dan investasi (Dzakiyuddin
& Wedaswari, 2025).

Pada konteks akses pasar, legalitas usaha memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan
UMKM untuk memasuki pasar modern, termasuk marketplace digital dan jaringan ritel besar
(Sembiring et al., 2026). UMKM yang memiliki legalitas lengkap cenderung lebih mudah menjalin
kemitraan bisnis dan memperluas jaringan distribusi dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki
legalitas (Handayani & Susilo, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas bukan hanya aspek
administratif, tetapi juga strategi bisnis yang penting.

Pendekatan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan legalitas telah banyak diterapkan dalam
berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Model pendampingan berbasis partisipatif, yang
melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses pembelajaran dan praktik langsung, terbukti efektif
dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha dalam mengurus legalitas (Wibowo
etal, 2025). Pendampingan yang bersifat praktis dan kontekstual memungkinkan pelaku UMKM untuk
mengatasi hambatan teknis yang selama ini menjadi kendala utama.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang mendorong
formalitas usaha dengan kondisi riil di lapangan (Nasir, 2025). Banyak pelaku UMKM yang belum
memahami pentingnya legalitas atau mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan layanan
perizinan (Syairi et al, 2023). Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat
sosialisasi, tetapi juga pendampingan intensif yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal dan interaksi dengan pelaku UMKM di Pamekasan, terdapat
beberapa permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam pengurusan legalitas usaha. Pertama,
rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai jenis-jenis legalitas usaha
serta prosedur pengurusannya. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui fungsi dan manfaat dari
dokumen legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikat halal (Nasrudin et al., 2023). Kedua, terdapat
persepsi yang berkembang di kalangan pelaku UMKM bahwa proses pengurusan legalitas usaha
merupakan sesuatu yang rumit, memakan waktu, dan memerlukan biaya yang besar. Persepsi ini
menyebabkan rendahnya motivasi untuk mengurus legalitas, meskipun sebenarnya pemerintah telah
menyediakan berbagai kemudahan melalui sistem perizinan berbasis online (Larus & Ni'mah, 2025).
Ketiga, minimnya pendampingan teknis yang tersedia bagi pelaku UMKM dalam proses pengurusan
legalitas. Sebagian besar pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses platform digital
perizinan, mengisi formulir, serta memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan (Ramadhan &
Saparudi, 2025). Keterbatasan literasi digital juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:
(1) meningkatkan literasi hukum usaha bagi pelaku UMKM di Pamekasan, khususnya terkait
pentingnya legalitas usaha; (2) memberikan pendampingan teknis dalam proses pengurusan legalitas
usaha, seperti pembuatan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal; serta (3) mendorong perluasan akses pasar
bagi UMKM melalui penguatan aspek legalitas, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan
keberlanjutan usaha di era ekonomi digital. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi solusi
strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan, serta
memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan UMKM di Pamekasan.
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METHOD

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, Madura, yang
memiliki potensi UMKM cukup besar namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas
usaha (Habibi et al., 2022). Kegiatan berlangsung selama kurang lebih satu bulan dan mencakup tahap
persiapan, sosialisasi, pelatihan teknis intensif, serta pendampingan langsung. Subjek pengabdian
adalah pelaku UMKM yang bergerak pada berbagai sektor, seperti kuliner, perdagangan, dan industri
rumah tangga. Karakteristik mitra mencakup usaha skala mikro hingga kecil dengan tingkat pendidikan
pelaku usaha yang beragam serta mayoritas belum memiliki legalitas formal, seperti Nomor Induk
Berusaha (NIB), sertifikat PIRT, maupun sertifikasi halal.

Pemilihan mitra dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak
terkait legalitas usaha dan kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kriteria inklusi mitra
meliputi: (1) pelaku UMKM skala mikro atau kecil yang beroperasi minimal satu tahun; (2) belum
memiliki NIB atau kelengkapan legalitas lainnya; (3) bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan
secara aktif dan penuh; serta (4) memiliki komitmen untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri
setelah pendampingan. Kriteria eksklusi mencakup UMKM yang sudah memiliki legalitas lengkap atau
tidak bersedia mengikuti pendampingan secara penubh.

Pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah
identifikasi kebutuhan mitra yang dilakukan melalui observasi awal dan wawancara untuk mengetahui
tingkat pemahaman pelaku UMKM terkait legalitas usaha serta hambatan yang dihadapi. Tahap kedua
adalah sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, yang mencakup manfaat legalitas dalam
meningkatkan kepercayaan konsumen, akses pembiayaan, dan peluang ekspansi pasar.

Tahap ketiga adalah pelatihan teknis pengurusan legalitas usaha, yang berfokus pada prosedur
pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (0SS), serta pengurusan izin pendukung
lainnya. Materi pelatihan disusun secara praktis dan aplikatif agar mudah dipahami oleh peserta. Tahap
keempat adalah pendampingan langsung selama dua minggu, di mana peserta dibimbing secara
individual maupun kelompok dalam proses pengisian data, unggah dokumen, hingga penerbitan
legalitas usaha. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program
serta keberlanjutan implementasi legalitas usaha oleh mitra.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif, edukatif, dan
berbasis praktik langsung (Khoiri et al., 2026). Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan
mitra secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi.
Pendekatan edukatif diterapkan melalui penyampaian materi yang sistematis dan kontekstual guna
meningkatkan pemahaman mitra terhadap pentingnya legalitas usaha. Adapun pendekatan praktik
langsung dilakukan melalui simulasi dan pendampingan teknis dalam proses pengurusan legalitas,
sehingga mitra tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara
mandiri.

Pengumpulan data dalam kegiatan ini menggunakan beberapa instrumen, yaitu observasi,
wawancara, dan kuesioner pre-test dan post-test. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi
awal mitra serta keterlibatan mereka selama kegiatan berlangsung. Wawancara digunakan untuk
menggali informasi secara mendalam mengenai persepsi, kendala, dan kebutuhan pelaku UMKM terkait
legalitas usaha. Selain itu, kuesioner pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan
pemahaman mitra sebelum dan setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan. Data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif untuk melihat perubahan tingkat pengetahuan dan keterampilan mitra
dalam mengurus legalitas usaha. Evaluasi keberhasilan kegiatan juga didasarkan pada jumlah UMKM
yang berhasil memperoleh legalitas usaha serta tingkat kemandirian mitra dalam mengakses sistem
perizinan secara digital.

RESULT AND DISCUSSION
RESULT

Berdasarkan hasil observasi awal dan survei terhadap 35 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan,
ditemukan bahwa tingkat kepemilikan legalitas usaha masih relatif rendah. Dari total responden, hanya
28,6% yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara kepemilikan izin lain seperti PIRT
dan sertifikasi halal masing-masing hanya mencapai 17,1% dan 11,4%. Sebagian besar pelaku usaha
menjalankan aktivitas bisnis secara informal tanpa dukungan legalitas yang memadai.

Selain itu, tingkat pemahaman awal terhadap pentingnya legalitas usaha juga tergolong rendah. Hasil
pre-test menunjukkan bahwa hanya 34,2% responden yang memahami fungsi legalitas sebagai syarat
akses pasar dan pembiayaan. Mayoritas pelaku UMKM beranggapan bahwa legalitas hanya diperlukan
untuk usaha berskala besar, serta memandang proses pengurusan izin sebagai sesuatu yang rumit,
mahal, dan memakan waktu.
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Tabel 1. Kondisi Awal UMKM terkait Legalitas Usaha di Pamekasan

No Indikator Persentase (%)
1 | Memiliki NIB 28,6
2 | Memiliki PIRT 17,1
3 | Memiliki Sertifikat Halal 114
4 | Memahami fungsi legalitas usaha 34,2
5 | Menganggap proses izin sulit 65,8

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan formalisasi usaha dengan tingkat
literasi hukum pelaku UMKM, yang berpotensi menghambat daya saing dan akses pasar mereka.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu sosialisasi, pelatihan teknis,
dan pendampingan intensif. Pada tahap sosialisasi, peserta diberikan pemahaman mengenai
pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kredibilitas dan peluang pasar. Materi mencakup jenis-
jenis perizinan usaha, manfaat legalitas, serta prosedur pengurusan melalui sistem OSS (Online Single
Submission).

Gambar 1. Penyampaian ateri Pelatihan kek;ad Pelaku UMKM di Pamekasan

Tahap pelatihan teknis difokuskan pada praktik langsung pendaftaran NIB, pengurusan PIRT, serta
pengenalan prosedur sertifikasi halal. Peserta didampingi secara langsung menggunakan perangkat
digital untuk mengakses platform OSS, sehingga dapat memahami proses secara aplikatif.

Adapun tahap pendampingan dilakukan selama dua minggu dengan pendekatan individual dan
kelompok. Tim pengabdi memberikan asistensi langsung kepada pelaku UMKM dalam melengkapi
dokumen, mengunggah data, hingga memperoleh legalitas usaha. Dari 35 peserta yang terdaftar,
sebanyak 32 orang (91,4%) mengikuti kegiatan secara penuh hingga tahap pendampingan. Tingginya
partisipasi ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap program penguatan legalitas usaha.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kepemilikan
legalitas usaha. Berdasarkan hasil post-test, tingkat pemahaman peserta meningkat dari 34,2% menjadi
82,9%, yang menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dan praktis dalam kegiatan ini. Selain itu,
terjadi peningkatan jumlah UMKM yang berhasil mengurus legalitas usaha. Sebanyak 24 peserta
(68,6%) berhasil memperoleh NIB setelah kegiatan, sementara 12 peserta (34,3%) berhasil mengurus
PIRT, dan 8 peserta (22,9%) mulai dalam proses sertifikasi halal.

Tabel 2. Perubahan Kepemilikan Legalitas Usaha UMKM (Sebelum-Sesudah Kegiatan)

No. Jenis Legalitas Sebelum (%) Sesudah (%)
1 |NIB 28,6 68,6
2 |PIRT 17,1 34,3
3 | Sertifikat Halal 11,4 22,9
4 | Pemahaman Legalitas 34,2 82,9
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Selain peningkatan kuantitatif, terjadi pula perubahan sikap dan motivasi pelaku UMKM.
Wawancara menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari pentingnya legalitas sebagai identitas usaha
dan alat untuk memperluas jaringan bisnis. Mereka juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri
dalam memasarkan produk ke pasar yang lebih luas. Dari 24 peserta yang berhasil memperoleh NIB,
sebagian besar melaporkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk mengakses layanan perbankan dan
platform digital setelah pendampingan.

Legalitas usaha yang diperoleh memberikan dampak nyata terhadap akses pasar UMKM. Sebanyak
18 peserta (51,4%) mulai mendaftarkan produknya ke platform marketplace digital setelah memiliki
NIB. Legalitas tersebut menjadi syarat administratif yang sebelumnya menghambat mereka untuk
masuk ke ekosistem digital. Selain itu, beberapa pelaku UMKM mulai menjalin kemitraan dengan
lembaga formal seperti koperasi dan distributor lokal. Legalitas usaha meningkatkan kredibilitas
mereka di mata mitra bisnis, sehingga membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Pada aspek
pembiayaan, sebanyak 10 peserta (28,6%) mengajukan akses kredit usaha rakyat (KUR) ke lembaga
perbankan setelah memperoleh NIB. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha berfungsi sebagai
pintu masuk terhadap sumber pembiayaan formal yang sebelumnya sulit dijangkau.

PEMBAHASAN

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis praktik langsung
(hands-on assistance) terbukti efektif dalam meningkatkan literasi dan kepemilikan legalitas usaha
pada pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan
pentingnya partisipasi aktif dan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kapasitas individu
(Susanto et al, 2025). Peningkatan pemahaman yang signifikan dari 34,2% menjadi 82,9%
mengindikasikan bahwa kendala utama dalam pengurusan izin usaha UMKM tidak semata-mata
disebabkan oleh kompleksitas sistem perizinan, melainkan oleh keterbatasan akses informasi,
rendahnya literasi administrasi, serta minimnya pendampingan teknis yang diterima pelaku usaha.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Herwastoeti yang menyatakan bahwa rendahnya
pemahaman prosedur, keterbatasan literasi digital, dan kurangnya bantuan teknis menjadi faktor
utama yang menghambat UMKM dalam memperoleh legalitas usaha (Wulandari & Herwastoeti, 2025).

Meskipun demikian, tingkat keberhasilan dalam memperoleh NIB sebesar 68,6% (24 dari 35
peserta) memerlukan analisis kritis lebih lanjut. Terdapat 31,4% peserta yang meskipun telah
mengikuti pendampingan intensif, belum berhasil menyelesaikan proses penerbitan NIB hingga akhir
program. Berdasarkan observasi dan wawancara selama pendampingan, faktor-faktor yang
mempengaruhi hal tersebut antara lain: (1) variasi tingkat literasi digital peserta, di mana sebagian
pelaku usaha yang berusia lebih tua mengalami kesulitan dalam mengoperasikan platform OSS secara
mandiri; (2) kesiapan dokumen pendukung yang belum lengkap (seperti KK, KTP, atau NPWP); serta
(3) keterbatasan akses dan stabilitas jaringan internet di beberapa wilayah pedesaan di Pamekasan.
Kondisi ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha tidak dapat bersifat seragam, melainkan
perlu dirancang secara adaptif dan bertahap sesuai karakteristik mitra.

Dampak program terhadap akses pasar dan pembiayaan juga menunjukkan hasil yang
menggembirakan namun masih bersifat awal. Sebanyak 51,4% peserta mulai mendaftarkan produk ke
marketplace digital dan 28,6% mengajukan KUR setelah memperoleh NIB. Temuan ini mendukung
literatur yang menyatakan bahwa legalitas usaha berkontribusi terhadap perluasan akses pasar,
peningkatan peluang kemitraan, serta penguatan daya saing UMKM melalui peningkatan kepercayaan
publik (Fuah et al., 2026; Calista et al., 2026). Namun, perlu dicatat bahwa keberhasilan masuk ke
platform digital tidak serta merta menjamin peningkatan volume penjualan. Diperlukan pendampingan
lanjutan dalam aspek pengelolaan marketplace, strategi pemasaran digital, dan penyusunan laporan
keuangan sederhana agar legalitas yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dan
berkelanjutan.

Program ini juga mengungkapkan hambatan struktural yang lebih luas dalam upaya formalisasi
UMKM di wilayah Madura. Keterbatasan infrastruktur digital, khususnya akses internet yang stabil di
daerah pedesaan, masih menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem perizinan berbasis
online seperti OSS-RBA. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pinem et al. (2024) yang menegaskan
bahwa keberhasilan program digitalisasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur internet
yang memadai, kemampuan literasi digital masyarakat, serta dukungan administrasi yang terorganisasi
dengan baik. Oleh karena itu, penguatan legalitas usaha tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan
infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dari perspektif kebijakan, hasil kegiatan ini mendukung percepatan implementasi sistem Online
Single Submission Risk Based Approach (0SS-RBA) yang dirancang untuk mempermudah proses
perizinan usaha mikro dan kecil (Duri et al., 2024). Keberhasilan program pendampingan ini juga
relevan dengan target pemerintah dalam meningkatkan formalitas UMKM sebagaimana tertuang dalam
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Model pendampingan
berbasis edukasi, asistensi administratif, dan monitoring berkelanjutan yang diterapkan dalam
kegiatan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi lain dalam
merancang program serupa di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang mirip, khususnya di
kawasan Madura dan wilayah kepulauan lainnya.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh tingginya motivasi peserta, dukungan aktif dari pemerintah
daerah, serta penerapan metode pelatihan yang interaktif dan berorientasi pada praktik. Motivasi
peserta merupakan faktor penting yang mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran
sehingga berdampak pada peningkatan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan
(Saputro & Syaebani, 2024). Namun, untuk menjamin keberlanjutan dampak program, diperlukan
mekanisme monitoring dan pendampingan lanjutan pasca program, misalnya melalui pembentukan
kelompok pendamping sebaya atau integrasi dengan program pemberdayaan UMKM yang sudah ada di
tingkat kabupaten.

Sebagai catatan keterbatasan, kegiatan ini belum melakukan pengukuran dampak jangka menengah
(3-6 bulan pasca program) terhadap kinerja usaha peserta yang telah memperoleh legalitas. Riset
lanjutan dengan pendekatan longitudinal diperlukan untuk mengevaluasi apakah kepemilikan legalitas
benar-benar berkontribusi pada peningkatan omzet, akses pembiayaan yang berkelanjutan, dan daya
saing usaha dalam jangka panjang. Selain itu, cakupan geografis yang terbatas di Kabupaten Pamekasan
juga membatasi generalisasi temuan ke konteks wilayah lain.

CONCLUSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha
memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM di Pamekasan. Melalui pendekatan
sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung yang bersifat partisipatif dan adaptif, terjadi
peningkatan signifikan pada pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas, termasuk Nomor
Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi pendukung lainnya. Sebanyak 68,6% peserta berhasil
memperoleh NIB dan 51,4% mulai mengakses platform marketplace digital. Kegiatan ini juga berhasil
mendorong perubahan sikap dari persepsi bahwa proses perizinan rumit menjadi lebih terbuka dan
adaptif terhadap prosedur formal yang tersedia.

Pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan intensif terbukti efektif dalam meningkatkan
kepemilikan izin usaha, karena pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga
pengalaman praktis dalam proses pengurusan legalitas. Dengan adanya legalitas usaha, UMKM memiliki
peluang yang lebih luas untuk mengakses pasar yang lebih formal, menjalin kemitraan, serta
memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Model pendampingan yang mengintegrasikan
edukasi, asistensi teknis digital, dan pendekatan adaptif terhadap hambatan literasi digital peserta
dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

Berdasarkan hasil kegiatan, diperlukan program pendampingan yang berkelanjutan agar penguatan
legalitas usaha tidak berhenti pada tahap awal, tetapi mampu berkembang menjadi praktik yang
konsisten di kalangan UMKM. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah (khususnya
DPMPTSP), dan lembaga terkait perlu diperkuat guna memperluas jangkauan layanan serta
mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha. Digitalisasi proses perizinan juga menjadi langkah
strategis yang perlu dioptimalkan, terutama melalui pemanfaatan platform berbasis daring yang lebih
mudah diakses oleh UMKM, disertai dengan peningkatan infrastruktur internet di wilayah pedesaan.

Implikasi praktis dari kegiatan ini adalah perlunya pendekatan pendampingan yang lebih adaptif
dan bertahap, dengan mempertimbangkan variasi literasi digital dan kesiapan administratif mitra. Bagi
peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi longitudinal guna mengukur dampak jangka
menengah kepemilikan legalitas terhadap kinerja usaha UMKM. Dengan dukungan kebijakan yang
adaptif dan pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan UMKM di Pamekasan mampu
meningkatkan legalitas usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada
peningkatan daya saing dan akses pasar yang lebih luas di era ekonomi digital.
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